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Saya

mendukung
afiggota APHK sangat

salah satu sumbang saran
dalam wryla, hukurn perikatan Indonesia di masa
depan, RUU Perikatan Indoensia. Untuk itu diucapkan
terima kasih kepada Tim penyusun naskah dan Editor sehingga
buku ini dapat terbit. Mu<iah-mudzfian buku ini dapat bermanfaat
dan menambah wawasan kita semua

Jakarta, Oktober 2018

Kerua ApHK,

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., M.Hum.

PRAKA"TA

I{rtab Unclzurg-Undang Hulqrrn Pedata (l(U}I. Perdata) y'mg

masih bedaku saat ini merup'akan peningg'aliur liolorrial Belancia

tanpa terasa tel'al'r berusia 1(r0 t'ahun lebih, scbagian besirr strbstansi

KUI{ Perclata bclum dilakuk'an pemtlaharuiur atau penp+}antian clur

penyesuai'an dengan kondisi perkemb:ngar mirsvzirakat lnclonesia

d'an internasional saat ini, padah'al perkerrrbarrEpn bisnis baik

nasion'al maupun intenrasioniil sangat pesat dan kornpleks, sehingga

telah saafflya &lakukan perubahanan dan penyesuai dengan

perkembangan masyarakat, terutama Bukrr IIi tentang perikatan.

Perikatan merupakan dasar pelakaaan hubungan hukum dalam

berbagai kegiatan bisnis atau dagang'agar ada kepastian hukum,

keadilan, ketertrban, dan kemanfaat'an bagi semua pihak, narnun

demikian trdak semudah memindahkan telapak tangan, pedu

dilakukan berbagar kegiatan, seperti diskusi penelitian penyusunan

RUU Perikatan. Dalam penyusunan RUU diperlukan naskah

Akademis yaiu berupa kegiatan riset yang mendalam dan

komprehensif. Asosiasi Pengaiar Hukum Keperdataan (APHK)

telah memulai kegiatan untuk penyusunan Nasakah Akademis RUU

Perikatan. Dalam penfrsunan NA RUU Penkatan, Tiffr2 hasil dari

FGD APHK rvrlayah lndonesia T'imur mencoba menyusun buku

yruig berjudul "Pokok-Pokok i)ernikiran Perbuatan Menurut

Hukum dan Perkemb'angannya Di Inclonesia (Bagian I)". Buku ini

diharapan memberikan sumbangsi pemikiran penyusunan

NARUU Perikatan. Buku ini merupak'an sel I{ukum Perikatan,

oleh karena itu akan dilakukan secara terus menems penpsunannya

sesuar dengan kebutuhan substansi aturan hukum perikatan yang

secara sistem dan konprehensi.
vl

v11



Buku ini membahas khusus tentang perbuatan menurut

hukum khusus perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Pada penerbitan bagr pertarna, terdiri dan 5 (rna) bab pembahasan

yaitu BAB I Pendahuluan membahas secara runturl tentang

perbuatan menurut hukum dengan peneg'anari pada perikatan yang

bersumber dari UU, bab ini sebagai bab pengantar kepembahasan

bab-bab berikutnya. BAB II membahasa tentarig Perkembangan

Onaerschuldigde beafing. BAB III pembahasan fokus pada

Karakteistik Pengaturan Zaakwarneruing dalan Bargerbj k lfietboek, BAB
IV membahasa tentang Peikataru A/arniab: Suatil Stadi Perbandirugan

untuk Penbaharaaru Hakuru Peikatan Indoruuia. Jedangkan BAB V
membahas tentang Analisis Doktrin Unjat Enrichnent dalam

Sejarah d'an Perkembangan Hukum Kontrak Menuiu Pembaharuan

Hukurn Perikatan Indonesia.

Tirn penulis mengucapkan rasa syukur dapat penyelesaikan

naskah buku tepat waktu sebagaimana disepakattpada saat kegiatan

FGD di Surabaya tangal 27-28 Agustus 2018, untuk itu diucapkan

terima kasrh yang sebesar-besar kesemua Pihak yang telah

membenkan dulmn-gan penerbitan buku ini, temtama Ketua APHI(
dan ansota APHK yang memberikan kepercayaan pada Tim unn:k

rnenyusun dan menerbitkan buku ini walaupun disadari masih

banyak berbagai kekurangan. Demikian iup disampai ucapakan

terima kasih kepada Pemerbit Universitas Hasannudin yang telah

bersedia menerbitkan buku ini sehingga dapat dibaca oleh kita

semua. Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa, dosen dm kalangan

praktisi, dengan harapan dapat menambah wawasan para pembaca.

J akarta, Oktober 2018

Tim Editor

1U

v

t

20

38

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR

PRAKATA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II Perkembangan Onuerschuldigde betabng, Oleh:

Pro. Dr. M. Khoidrn,SH., M'Hum'CN',
Dr. Ign. Sumarsono Raharlo, SH',I\{'Hum'

BAB III Karakaristik Pengatumn Zaakwamening dalant

Burgertrk ll/etboek, Oleh Prof' Dr' Herowati,

Poesoko, S'H., M'H., Dr. Diulaeka, S'H',

M.H.,
Dr. Sri Astuti, S.H., M'H., Puspa Melati,

s.H., M.H.
4\

BAB V

BAB IV Peikatan Alzniah: Sruta Studi Perbarudingan

untuk Penbaharaan Hukam Perikatan Indonesia

Obh: SuiaYadi, Prof. Dr. A' Yudha

Hemoko,' SH., M.Hum., Ghansham Anand'

Analisis Doktrin LJnjast Enichnent dalarn

Seiarah dan Perkembangan Hukum
I(ontrak Menuiu Pernbaharuan Hukum

Perikatan Indonesia, Oleh:Profl Dr' I'l'

Joni Emirzon, SlI., N4.l{um., F-CBarb, Dr
Sakka, SH., MH., Dt. Fiz.al N'[unriawan,

SH., DR. Maria Frrurcisca, SI{., MFI',

lvlardiana, SH., I'{}1.

82

1,46

150

DATTIAII. PUST'AKA

v11l DAFTAR INDEKS
1X

I

108



I(amus Besar Bahasa Indonesia,1989, Cletakan Ke-2, Jakata: Balu
Pustaka.

C. Jurnal
Luke Robinsorr, 2008, Moral Principhs Arv Not Moral Latus, Journal

Of Ethiu, dz SocialPhibsopfui ,Yol.2, No.3, November.

Sakka Pati , 20L7, puasi Kontrak Dakru llubungan Hukun Antam
Pekela Ranah Tanga Dengan Majikan, Legal Phtrabsn :

Volume 7 Nomor l,Januari.

Sarah Quroti A'y,rn, Dewi Hendra'watt, Aminah, Pelaksanaan

Petjanjian Ter@eutik Antara Pasien Y*g Mengalani
kgawatdaruratan D engan Rs Bhayugkara S etnarang, D tponegoru

Law Joarual, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 6-7 -
Website : http://www.ejoumal-
s 1.undip.ac.id /index.php /dlr/

D. Makalah

Agus Yudha Hemoko, 2017, Slide Perkailaltan Hakun Perikatan,
Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Aidanga.

Akhmad Hendrawan, Suhariningsih, M. Hamidi Masykur,
2074, Hukan Bagi Gutor Yang Telah Melakukan

(Perwakilan Sakarck) Tanpa Disuujuj
Biala Oleh Dominar, Makalab,Fahfltas Hukum

Universitas Bnwijaya (llttp://I)ownload.Portalganrda.Org/
Article.Php)

E. Internet

80
B1

Nasnrlloh, Perikatan Y*8 l-ahir Dari [Jndang Undang '
www.nas rulloh.com,2 009 /03.

lrtq:s :,/ /wrvrv.cott rsehcrtl.com. 2009, Pengertien se0r4fi8 bapak runah

J ang b ai k, Law,l) nversitas Indone sia'

https:/lplato.st;urftrrcl.ctlu/erntr:ies/kant-rnoral/, Kznt's Moral
' ptiloto1hy,T Juli 2016, akses pada tanggal 20 September

20t8.



Sajryadi, A. yudha Hemoko, Ghansham Anand

A. Pendahuluan
BrS- ini diawali dengafl suatu ilustrasi kasus sebagai

benkut. Alfred dan Bemard dua orang Vrl\I sed#g
menghadiri A s eo t Ho rs e Ra cing I omb, pr.r'-,- -k,, 

da y ang, _gr1
bergengsi diselenggarakan di Inggris. Dalam i"dil;;;tersebut Alfred dan Bemard .r,"td.r'rt * taruh;, di mana
Alfred bertaruh untuk kuda bemama Charlie Black,'sedangkan
Bemard bertamh untuk kuda bemama Doris Brown, ;rp,
yang menang taruhan akan menerima pembayu.^ ,"jrrr,trt
Rp500 juta dari yang kalah. Ternyata perlombaan inr
drnenangkan oleh Chadie Black, ,.tll"gg, Bernard harus
membayar kepada A.lfred uang sejurnlatr dfSOO juta. BemarJ
akan segera membayar setelahkedunnyu pil, gke Indonesia.

I*"1 sesampainya di Indonesia 
'hingga 

ieberapa ,^u,
kemudian, Bemard.. ridak kunjung melaf,rkan p"rriU"y._
meskipun telah ditagih oleh atfred. Akhimya dir;
mengajukan 8ugatari untuk menuntut pembayaran uang
taruhan itu ke Pengadilan Negeri, setelah melalui peme.,ksaai
perkara Majelis Hakim menjatuhkan putusari dengdn menolak
gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa 

-pembayaran

utang dalam pokok perlanlahir dari p-..ikrt^ alamiah.
Perikatan alarrrtah _ istilah lndonesia _ yang dalam

istilah hukum Romawi dikenal sebapi obbgatio *rrZ[, y^"g
kemudian 

.oleh 
negara-negara yang mengaddf si sistem h"i*;

Romawi dipertahankan dalam kilab ,rlaang-una-g nuU*
perdatanya, .drrtara larn oleh Jennan mengg:naki istilah

82

BAB IV
PERIKATAN ALAMIAH: SUATU STUDI

PERBANDINGAN UNTUK
PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN

INDONESIA

unrc l|kom mene wbhd bi,hkeit, P eruncis diker-ral dengan /'o bligatiox

nahml/e, Bela.ncla clengan istilah nanntlijke t,erbintenis, clan

menrLk l,ousizuta('3 Code Civil rncrnp;1un'rkiui istila.h resrni

dalam Bahasa lnggtis ruatural obliganon. Pcrikat'ar ini memiliki
karakter yalg khusus, perikatan ini melahirkan kervajib'an -
utarrg - yang tidak dapat dipalsak'an pemenuhannya secara

hukum, narnun apabila debitor memenuhi kewaiibannya, maka
debitor tidak dapat lagi menuntut pengembalian. Pan sarfana

menyebut sebagai suatu perikatan dengan schuld tanpz haftung.oa

Dalam aiann mengenar penkatan alamiah, telah diterima
bahwa kedudukan perikatan ?Jamah di satu sisi merupakan
kewajiban moral, sedangkan di sisi lain merupakan kewajiban
hukum. Apabrla debitor tidak atau menolak untuk membayar
kewafibannya yrrg lahir dari perikatan alamiah, maka debitor
menank perikatan itu ke wilayah moral, dalam hal ini hakrm
tidak dapat memaksa debitor untuk rnembayar. Di lain pihak,
apabla debitor membayar kewajib'annya itu, maka debitor telah
membawa ke wrlayah hukum, dan debitor tidak dapat
menuntut 

^pz 
yxrrgtelah ia bayarkan.6s

63 Louisiana menrpakan satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang menganut

civil lap ystcn dan mengadopsi Code Civil Petancis sebagai hukum perdatanya.

Lihat H. Ward Fonteoot, "The Louisiana Judicial System and the Fusion of
Culturcs", larisiaxa l-zw Ra.tew, Vol. 63 No. 4, 2003, h. 1149-1160. Unnrk

keperluan studi perbandingan dal,- tulisan ini tidak dilalnrkan kajian terhadap

pengaturan perikatan alamiah di dalam Civil Code of Louisiana karena telah

terwakili dengan Code Civil Peraocis.
0qA. Pitlo, Hel ovrbithaisren recht naar het Nedelznds Buryerllik lYetboek, S. Gouda

Quint-D. Brouwer En Zooln, 1974, tL 178. I ihat pula: Gr.rnawan Widlaja dan

Kartini Mulf adi, Peikatan lang l-zhir furi Undang-Llndang RaiaGrafindo Persada,

Jakarta, 2003, h. 49-68.
6sA. Pido mengatakan bahwa perikatan alamiah itu bersilat "blbrid', artinya bahwa

salah satu unsur perikatan itu berada dalarn bidang hukum dan yang lain berada

dalam bidang rrroral. Debitorlah yang rneuentukzur apakah ia rnenempatkan

perikatan itu ddarn bidalg moral atau hukum. Apabila perikatan itu diterupatkan

dalam bidarg rnoral, rnaka huk-um tidak akan rnencanrpurinya, tetapi sekali telah
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Dal'am brg- ini akan dikemuk'akan suatu studi
perbandingan penga.turan mengenai perikatan alamiah yang
bedaku di KUH Perdata @!V) Indonesia, Burgerliche
Gezetsbuch (BGB) Jernan, Code Civil (CC) Perancis, dan
Nieuw Burgerlijk Wetboek OIB\9 Belanda. Sebelum
membahas perbandingan pengaturafl perikatan alamiah pada
beberapa negara akan dilakukan tedebrh dahulu suatu ka,ian
teoritis yang menjadi dasar bagr perikatan alarruah. Dari
perbandingan substansi pengaturan yang zda kemudian
dilakukan elaborasi prinsip-prinsip yrrg terkandung di
dalamnya serta kemungkinan diadopsinya prinsip-pnnsip
tersebut dalam penga.turan perikatan alamiah di Indonesia.

B. IGiian Teoritis Perikaan Alamiah
Perikatan alamiah atat obbgatio nataralit merupakan

lembaga hukum yang dikenal di dalam sistem hukum Romawi
yzurg rnerniliki akar konsep pada iu natural46 d'an memiliki
kedekata:r dengan iat gentium.61 Sementara itu secara konsep, e'zz.r

ciuib merupakan hukum yang berlaku bagr warga Rornawi; ius
gentian merupakan hukum yang bedaku bagr semua bangsa
taflp memperhatikan kev,arganegan nnya; sedangkan ius
ruaturalis merupakan hukum yang seharusnya bedaku secara
ideal bagr semua bangsa, oleh karena itu para ahli sefarah
hukum Romawi memandang posisi perbudakan pada masa
Romawi sebagai b"gar fakta yarry ditenma dan dibedakukan
dalam ius gentium, dan bukan mempakan bagran dari ius natumle,

karena pada dasamya masyanl<at Romawi memandang bahwa
setiap orang memilikr kodrat merdeka.6s

diletakkan di bidaflg hukum, maka ia ridak dapat ditarik kembali ke bidang moral.

rud.
66W.W. Buckland & Peter Stein, I Text-Book oJ Ronan Lan: Frum Atgustts to

fustinian, Edisi ke-3, Cambddge University Press, 1968, h. 55.
6TDigest 

Jus tinian 50. 1 7. 84. 1 @atrl, Quaes tionum 3).

6sDigest Justiniat 12.6.64 (Iryphoninus, Disputationum Q.

84
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Perikatan alarniah clapat dideturisikan sebagai

kewajiban yang tidak menimbulkan hak untuk merluntut

pemenuhannya, nafilun keberadaan hak tersebut diakui oleh

i-,rrk m dan terakibat hukurn dal.am beberapa hal. Penkatan

alamiah memberikan keditor suatu hak, n';rnun tidak disertai

hak untuk menuntut pemenuhan, hal inil'ah yang rnembed,akan

;;gr" hak keperdit^u, y^g.bersitat ,t"fp"-T1 ffTlT^I
p..,[Lr^ secara hukum, sedangkan hak yang lahr oarl

i"ri?ut- 
^tatrtlah 

tidak (inpe{ex ibbgation)'6e Suatr: perikatan

i;;;'J;- memberikan' u'ttlu't h-ukum bergartung. pada

ilrJ;t- pihak debitor urlruk memenuhinla lielka *P::
secara ,r,1r. *.*"nuhi perikatan alarruah' maka debltor

-"";raif.^ dirurya terikat secara hukum dengan kewaiiban

iru.r,j Hal rnilah yang menu,iuklian keterkaitan afltar^ perikatan

alami'ah dengan kewai iban moral, pernbeutuk unda-ng-urdang

*"r"-a-g" keu'aiiban unrr'rk rnernenuhi perikatan. ddT
;il;; i'larniah lebih bersifht kewaiib'a:r moral clalipada

Lwajiban hukurn, dalam h'al ini hukum akan memberikan

;kt# apzbrla clebitor memenuhi pedkatan itu berupa tidak

a"or, aitu"tutnya kreditor untuk rneflgembalikan ^p^ 
yang

Lilr' aiilry- '.r"rt debitor'7r Perikatan alamiah bukan

;"-d* ;uatu kewaiib xL yanglahir sebagai akibat perbuatan

yang bertentansn. dengan m2nt (1nyor!4 ala:u bertentangan

dengan Prlnslp-prmsip"keadilan (anjust)' karena perbuatan-

;d;r"" demrkia.t iL tia* akan pemah melahirkan suatu

hak.
Kewaiiban-kewaiiban yang bagumana yang memiliki

sifat sebagai perikatan aamiat'i Dalam hukum Rornawi' suatu

f..-"1lUrri meniadi perikatan . 
'alami'ah apabila menurut

k","rr*- hukum ticlak memberik'an suatu akibat' namtul atas

6el)avidV.Snyder,"TheCaseofNaturalObligation"I-ottisianaL'at'Reuictt"
Vol.56

No. 2, 1996, h. 424.

TOEmest G. LaFleurJr., "Narural Obligations"' I-nttisiana lay Bnient,YoL 12 No.1,

1951, h. 86.

11Ibid.
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lewajiban itu masih tersisa suatu kewajiban moral. Di antara

f[.:, tni,ada]ah i-ii g antata puo p,nuf. yang ter.masuk keorlr-, nadttrn (naked mrutntc). Nadum" pactam, u,o,perlar\ian yang trdak sempuma, ,"r1uai ketrka p"rryu.r*
f"]}- Tlt -pri-iian 

teriebut' tidak dipenuhi.T: perjaniia:r
qengan. LaaM yang meragukan _ bukan sarna sekali t,anpa'causa- menjadikan perianjian tersebut tidak sempurna, sehinggatidak berakibat hukum,:amun kewajiban moral masih tetapada pada perlaniian inr. Sebagai contoh Jrf u* hd ";g ;;;lahir dari perjudian, karerraial^m p"rluor_ udak terdapat
gl:l"ti tertentu r{g,flUebanf u, 

^rui 
prhak kredito;;;;

debrtor, narnun debitor terikat _ ,a._, moral _ untukme.mbayar kepada k gngl meskipun tidJ ada prestasi 

^;l;terima secara timbal balik dari La;ar.ro perikatan alamiahdapat pula t94adi ketika ,.or-j j."gg"g, mengajukan
gugatan atas diri tergugat .-".,genr, *^tu*poit rr- i.iarir.Dalam situasi demiki
menggantika,r..aua,,T--i"?%,:TJfrlJ'HHiilgg;
9-. l_.,gr8rt, situasi y.ang disebu,'r"brg, ltfir contestatio.Ta

llPr, ternyata penggugat kemudian dikalahkan dalamperkara rtu atas kesalahan prosedural _ berdasark_ 
"k*pr;,;:ii,y:.flg,,T g,,f:*aitidak ctapat diterim a _ ataurp;[;;

:TlT- 
r:.-a ny^ta keliru dalam memurus perkara itu, 'maka

ff.jjf" :lta.ra penggugat dan tergugat menjadi p".ik",_
ldJarntur. IJenggugat tidak lag dapat menuntut pemenuhan
perikatan,perdata yang,menlali poi,ok p"rr.* a# tarr_ f"r,memperoleh pemenuhan dari upaya gugatannya, nafilun

apabila terglrgat kemudi'an rnemenuhi pler:iliatan itu, maka
pernenuhan yar-rg clil'41<uk'an oleh tersrlfat rneniadi sah secara

hukum. Dernrkian prila dalam pengenaan bunga ut'ang yang
tedalu trnggr dan tidak walar oleh kreditor, pada d'asamya

kreditor tidak dapat menuntut pemenuh'annya, kreditor hzurya

dapat menuntut utang pokoknya saja, meskipun kemudizur

hakim dapat dengan pertimbangan tertentu menurunkan
pengenaan bunga pada tmgkat yaflg walar.Ts

Perikatan alafirrah dapat terfadi karena perubahan
kapasitas personal seseorang menurut hukum atau capitis

deminatio.T6 Hukum menyaratkan kapasitas teftenhr pada diri
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mrsalkan
mengikatkan diri pada suatu perianlian atau untuk memiliki dan
menguasai properti tertenhr, Seorang yang belum dewasa
(papilb) menurut hukum tanpa didampingi orang tua atau wali
yang berkuasa kemudian temyata mengika&an diri pada suatu
perianjian dengan pihak lam, maka pihak lain secara hukum
tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian itu, dan
pembayaran yang dibuat oleh si anak untuk memenuhi
perikatan secare hukum dapat clirunrut pengembaliannya
berdasarkan pernbayaran tak temtang (nndictio indebia). Namun
apabtla pihak yang belum dewasa tadi di kemudian hari rneniadi
dewasa menurut hukum dan secara sadar memenuhi perikat'an
itu, maka ia tel'ah mengakui dan mengubah penkatan iru
menjadi perikatan perdata yang memrliki akibat hukum.77

Situasi lain di mana perikat'an meniadi perikatan
aluniah adaJah perianji'an perdata yang teriach di antan keluarga
sedarah yang saling mewarisi (in potutate).78 Apabila terdapat
seoraflg anak melakukan peryaniian utang-piutang dengan
orang tuanya, dd.am hal mi hukum tidak mengakuurya sebagar

zslohn P. Woodley, Op.ar.
T6David V. Sryde4 l-,oe.cit.

Tlohannes Wiheknus Wessels, HisnA qf the Roman Dutcb Lzp, The Law Book

Exchange,2005, h. in.
TsDavid V. Srydet., I-oc.cit.

T2David v. Snyder, op.eit.,h. 4zg. Lthat: Gerhard Dannemar\ The Gattaa l_.au.o/uttjrstijed Eaicltnnt and Restit*tion: A compaatiue lttmd*etioz,oxford universityPress,2009, h. 185.
T3Dalam aiaran hukum kontrak di eommon larrl gt{terTl suatu perikatan alamiah lahirdari perfanjian yang tidak dis.'*u mnsideratiin atau sesuatu yang aipern:liarlansecara seimbang di antara^para-pihak. t.it21. John p. fit."A.i ,*;;

Obligation - Sufficiency as Consideratio o., l_ori"iara l_-aa Rede,,,Vol. 7 No. 31947,h.446_449. vr. r 1\u. J,

TaDavid Y. Sny der, l_,0 c. ci t.
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perikatan perdata, narnun perjanfian seperti itu termasuk ke
dalam perikatan al.arrriah, trdak ada kewajiban hukum bagr si

anak membayar utang itu kepada orang ru'anya.

I(emudian perikatan alamiah juga dapat teriadi ketika
tuntutan pembayaran suatu utang rneflurLrt hukum telah
daluwarsa.Te Dalam hukum Romawi, y'ang kemudian diadopsi
dalam hukum negara-negara penganut cidl laa s)stem, r.nfivtrr
pemenuhan perikatan perdata dapat daluwarsa pacla langka
waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-und'ang. Para
pembentuk undang-undang berangapan, pada beberapa utang
yang tidak segera dituntut pemenuhannya oleh kreditor dalam
waktu tertentu tel'ah mengesankan b'ahwa kreditor sendiri ragu
akan keberadaan utang itu atau kreditor trdak memiliki cukup
bukti untuk menuntut pemenuhan utang itu. Dalam situasi
demikian ini dengan daluwarsanya waktu, maka hak tuntut
untuk pemenuhan utang telah hapus, narrrun haknya itu sendiri

- unhrk menerima pembayaran - masih tetap ada, sehingga
ketika debitor memenuhi kewajibannya itu, ia tidak lagi dapat
menuntut pengembaliannya dengan dalil telah adanya
daluwarsa.

Kemudian pedu kiranya disampaik'an disini bahwa
terdapat beberapa kewajiban yang sepenuhnya merupakan
kewaliban moral yang memilikr kesamaan dengan sifat
perikatan ilamiah, yartu tidak dapat drrunut pernenuhannya
dan apabila dilakukan pemenuhan, pemenuhan ini tak dapat
dituntut pengembaliannya oleh debitor. Sebagar contoh
kewaiiban yang sepenuhnya merupakan kewafiban moral,
misalkan: seorang yangkaya rayz telah drselamatkan dari suatu
kecelakaan y'ang hampir merenggut nya\ /anya oleh seorang
yang miskin, apabla si kaya ini tidak memberikan sesuatu
imbalan, si rniskin tidak dapat menuntutnya, namun apabila si
kaya ini memberikan suatu imbalan, si kaya tidak dapat
menuntut pengembalian imbalan itu. Demikian pula kewajiban
majikan unnrk memberikan santunan kepada pembantunya

1elbicl.,h.430.
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yang tua clan telah bert'ahun-tahun mengabdr pad'anya' m'aka

l"*iiU^ unuk memberikal-r santunan ini lebih merupaka-n

kewaiiban rnoral datrpada kewaiiban hukum'

Perrnasal'ahan berikutnya mengerrai perikatan alryiah

adal'ah status dari pembayaran yang dil'akrk'an oleh debitor'

itiJ ait.pakati bahwa pembal'aran yzurg dilakukan dal11

,'^tU, p..ikr,'rr-, al'a:niah buk'an merupak'an sttatu donasi'8o

Doiasi iela5 <tiakui sebagi s'alah satu bentuk perjanlian yarig

merupalim perikatan pJtaut1, yaitu..ketika seorang pemberi

i""rii (donatur) mengrkatkan ciiri .unruk memberikan

oembavaran vane beras; dari harta kekayaannya kepada

;;;;;*; do.rt,,"p"ti aniian ini mengrkat dan berakibat-l-"I:
^ketika 

penerima donasi menyatakarl penerlma'annya atas 
'an'lt *.Uri. SerJangkan pembayaran dalanl- perikatan al,amiah

;;;;;"y, ,.rr,,ik .r,"*"nuhi suatu perikatan yang ab. initio

Urrt arUf, perikatan yang diakui oleh hukum, sedanglan donasi

me*pakan perikatan perdata yang pembentukannya sempurna

dan diakui oleh hukum.
Pembayaran dalam rangka perikatan alamiah bukan

pula sebagar p"-buyr.^ tak terutang (nndictio iadebit)'}t Hal ini
'r.f^ -.ilU.auUr,' dari keduany^, d't"tt' pembayaran tak
'*r*g trdak terdapat hak kreditor ITq j'f''it' pembaValll

,"p"rrii.,y, dikarenakan suatu asumsi debitor vang mengra

ail,r,y, memiliki utang atas -kreditor; 
seclalgkan d'alam

pe.ikatan alarniah kreditor rnernilikr hak atas pembayarur y'ang

iitrt'-,rt an oleh debitor, sehingga pada dasarnya terdapat hak

,^* lahir, hanya saia h;k uri tidak dapal dituntut

oemenuhannva secara hukum, pemenuhan hak dari perikatan

;;rh dtgr"tungkan pada kesadaran moral debitor untuk

membayar yang apabrla dilakukan maka hukum mengatur

8jlbid.,h. 433.

8\Ibid.,h.432
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bahwa debitor tidak dapat menuntut pengembalian
pembayaran itu.82

Pada sisi lain, perikatan alamiah dapat pula dlkukuhkan
meniadi perikatan perdata ketika para pihak, melalui suatu
pernyataan atau kesepakatan, melakukan suatu perbuatan
hukum tertentu yang menjadikannya perikatan perdata. Dalam
hal ini perikatan alamiah dapat meniadi objek novasi serta
dapat menjadi objek perjumpaan utang atau kompensasi (ser

ffi. Perlkatan alamiah dapat menjadi obiek novasi ketika para
pihak menyepakati untuk atas perikatan 'alamiah itu dilakukan
suatu pembaharuan, dengan mengrkuti persyaratan yang
ditetapkan dalam suatu pembaharuan piutang (novasi) maka
perikatan ilannah itu menjadi meniadi hapus dan digurtikan
dengan perikatan baru yang merupakan perikatan perdata dan
dapat dinrnn:t pemenuhanny^ secar hukum.tn Demikian pula
ketika debitor perikatan atamiah memiLki piutang atas kreditor
untuk suatu perikatan yanglun, apabla debitor tersebut secara
sukarela menetapkan telah terjadi pequmpaan utang maka
utang-utang di antan mereka hapus karena perjumpaan
utang.s+ Apabila debitor tidak menyatakan demikian, maka
debitor tetap dapat menuntut pemenuhan utang dan perikatan
yang lain itu, sedanglan kreditor tidak dapat mendalilkan
adanya perfumpaan utaflg yang timbul karena perikatan
d,amiah atas diri debitor. Dalam hal ini perjumpaan utang

8zffitcfisll lif6lnness, "Natural Obligations and Unjust Enrichment'', dalam Elise

Baot dao Matthgu/ IIxlding. ExplohgPnute l--au,Cambrrdge University Press,

2010, h. 176.

s3Maricica Vdeanu, "The Novation-Means of Transfonnation Gvil Obligationl',
Aeta Uxiteritatit Dimabi*. Jaridica, Vol. 10 No. 2,20I4,b. 103-772.

sauhat Johaorx Scholtz dan Dawid de Villiers, "South Africa", dalam William

Johostoo, Thomas Weden, dan Frederick I ink., Set-Of ltt, ard Practiec: an

hhnational Llandbpok, Edisi ke-3, Oxford University Press, 2018, par. 29.04.
Lihat pula: UNIDROIT, Article 8.1 (Conditions of Set-Off): Comment,
htEts: / /wu'w.unidrr-rit.org/ instnrtrents / conuucrcial-corrtracts / urridr<>it-

EinciPtes-ZO tO I +CtZ-cl

dirtses pada 15 S€ptember 2018.
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dengan obiek utang yang timbul dafl perikat'an alamiah tidak

terli'dl demr hukum Qpn jurv compeasatar)' n'amun harus

dilakrrkan melaiui suahl peneg'as'an.

C. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam BW Indonesia
Di Indonesia, peng'aturan tent'ang perikatan al'ami'ah

(nanrurkjkeaerbintenis)dalamsistematikaBukulllBW(fentang
Perikatan), ,r"*prt'o, sistematika yang "anik" kalau tidak

dapat dikatan " m-irteritrs", atau sebzliknya sekadar ditempelkari

begrtu saia di Pasal 1359(2) BW Sehingga lika udak ceffnat

ser"ta mendalam dalam menganalisis subst'ansi serta k'a-t,dung"an

moral dari perikatan alamiah (natuailjke uerbintenis),. tidak

menutup kemungkinan memunculkan pradup salah terhadap

pembentuk BW, seolah tidak marlpu mernformulasi aturan

*ri" yrtg berbasis hukum dengan karakter "bersanksi" untuk

bersandirig dengan dimensi motalitas yang acapl<ali drkesankan

abstrak [... i.tg* ukuran kompleksitas norma lain:

kesusilaan, kepantasan dan lainlain)'
Betapa unik dan misteriusnya pengaturarl tentang

perikatan Aar*at, (natuurlijke uerbiruays), karena sekadar diatur

aarr" ketenh.ran Pasal 1e59(2) BW. Secara anatomi sistematika

Pasal 1359(1) BW mengatur tentang pembayaran tak

terutang/pemb ayzrrar. tidak waiib (onaerschaldigde betabnS, yan9

diat,r lebih laniut pada Pasal 1360 s.d. 1364 BW, sarat muatan

dimensi hukum dengan segala akrbatnya, sebahknya ketentuan
pasal 1359(2) IlVi te.,tang perikat^n 'alamiah Qtatuurlijke

wrbinnni:) iusim lebih dominzur pacla muatan y'ar-rg berclirr-rensi

moralitas. Ditinlau ciari aspek teori peranc'ang'(u'I Pertlrlcl'aflg-

undzngar.r Qegal draJ'nn!, isi itau kanclungiur rlonr-ra pacla ayat.(l)

da" alat Qj luri*"yo bcrsifhr r:crlasi fu.gpio.al atau relasi

kausalitas.
Bagr penstudi di bid'arrg hukum keperdata'an..y'ang

kritis, keu-nikan serta misteriusnya pengaturan p.erikat'an

il^nnzh Qtatuurlijke uerbinunis) dapat diuraikan dan dianalisis

secara komprehlnsif apabila menggeset optik kajiannya pada

lataran asas serta filosofis, i'c' dalam hubungannya arfiara

t

I
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hukum dan moralitas. Bahkan apabtla dicermatr secara filsafati,
semua perikatan yang lahir dari undang-undang pada
hakikatnya berbasis hubungan antara "hulmm dan moralitas",
baik iru pada perbuatan sukarela (qaakwaarnemin!, pembayaran
tak tenrt'arrg /pembayaran tidak waiib (onaerscha/digde beta/in!
maupun penkatan alamiah (nataarlijke uerbinanis). Bahkan
perkembangan baru terkait pengaturan topik "memperkaya diri
secara tidak wafar /ttdak adl" (unjatzfied enichnent), pada
hakikatnya merupakan bentuk penoflnaan (pembadanan)
dimensi moralitas kedalam wadah hukum. Hal ini sekaligus
menepis bias perspektif, seolah-olah BW produk sekuler yang
melepas sama sekali dimensi moralitas dalam aturan-aturan
pasalnya.

Bugr* dari Pasal 1359 BW yarrg mengatur mengenai
perikatan alamiah add,ah sebagai berikut: "TerhadE perikatan

bebas, lang secara sukanla tekh dtpenuhi, tak dEat di/akakan

Penuntutan kembab."8s Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan
dengan Pasal 1788 s.d. Pasal 1791 BW mengenai Periudian dan
Pertaruhan. Pasal 1788 BW secarz tegas menyatakan bahwa
undang-undang tidak memberikan hak menuntut secara hukum
dalam h'al suatu utang teriadi karena periudian atau pertaruhan,
narrun pengecualian diberikan oleh Pasal 1789 BW yartu unnrk
permain'an ketangkasan, seperti 'angg"ar, lari cepat, dan
sebagainya. Perlu dipedratikan adalah Apa yang ditetapkan
dalam Pasal 1790 BW, yaitu larzurgan untuk melakukan
pembaharuan utaflg - novasi - dari perikatan perdata sebagar

perikatan yang larna meniadi perikatan alamiah sebagai

perikatan yang baru, Pasal 1790 BW mengatur sebagar berikut:
"I(ctentuan-ketentuan dalam dua pavlyng laht tidak bo/zh diganakaa

untuk nengbindai utang dengan cara pembaharuan atang". Dengan
demikian jelas, bahwa melakukan pembaharuan utang dengan
mengganti perikatan perdata - yang sempuma menurut hukum

ssTe4emahan oleh: Soebekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undaxg-UnfuryIlakun Perfuta,

Pradnya Paramita, 1999, h. 345. Soebekti menggunakan istilah "perikatm bebas"

unnrk menunjuk pada ruunlijke wrbiateris.

- menjadi perikatan alami'ah tidak cliperken'ankan, karena hal

ini merupakan itikad buruk dengan maksud untuk mengllindari

tuntut'drl ut'ang. Sebagai tzurrbahirn, pembaharuzur tlt2ulg

cliperkeniurkan apabila ytrng clipcrbahartrt ad:rlah ut'.ulg daf i

perikatan alami'ah, cti sinr nletlutrittklian llahu'ir cicbittlr

menghenclaki ap;ar prerrikatan iru diperbzrhanri rlerniacli periliatar

perdata yang pemenuhannya dapat cliturltut. Lebih lzlniut daliul
Dasal 1791 BW dirryatakan suatu penegasarl sifat perikatan

alamiah atas utang yang lahir dari periudian atau pertamhan,

yaitu apabila debitor mernbayamya secara sukarela, maka

debitor itu tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran

itu.
Di dalam BW trdak diatur lebih laniut hal-hal lain

mengenai akibat-akibat adanya perikatan alamiah. Di dalam

ketenn-ran mengenai periumpaan utang (Pasal 1425 s.d. Pasal

1435 BW) tidak diatur secara tegas mengenar boleh tidaknya

perjumpaan utang atas utang yang lahir dari perikatan alamiah,

sedangkan di dalam Pasal 1429 disebutkan bahwa periumpaan

teriadi tanpa membedakan sumber piutang, kecuali: 1) bila

dinrntut pengembalian suatu barang y'ang secara bedawzuran

dengan hukum dirampas dari pemiliknya; 2) blla 
^p^ 

yattg

dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau

dipinjamkan; 3) terhadap suatu utang y'ang bersumber pada

tunjangan nafuah yang tel'ah dinyatakan tak dapat disita.

Dengan demikian pada dasamya BW menerima kebolehan

utang yang bemumber dali perikatan alamiah uflhrk

diperiumpakan, karena BW hanya membatasi pada ketiga

sr.rmber utang yang disebutlan dalzrn Pasal 1429 yang tidak
diperbolehkan untuk diperiumpakan. Pada ketentuan mengenai

daluwarsa €asal 1946 s.d. Pasal t992 BW), BW tidak

menyinggung mengenai kedudukan pembayaran yang

dilakukan setelah teriadi daluwarsanya tuntutan, apakah

pembayaran itu dapat dituntut pengembaliannya. Namun

beberapa ahli hukum di Indonesia tel'ah menerima bahwa
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pembayarln utang yang dilakukan setelah daluwarsanya
tuntutan diterima sebagai perikatan alamiah. 86

D. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam BGB Jerman
BGB Jerman mengahr( masalah perikatan .alamiah di

!ilam T;tle / 9 lilrpefect Obbgationsa\zurg selengkapnya sebagar
berikut:

Title 19 Imperfect obligations
Section 762 Gaming, betting
( ). N, obbgation is wtabbsbed b g*ir7 and betting. lyhat

hy 
leen 

paid due to such ganing or betting io1, urt be demandeiback on
the ba* tbat ruo obligation exsted.

(2) Theu prvuisions abo @p/1 t0 an agte€rltmt @ wbicb

?dry4op,for the purpous of nuting a gamrng orTening deit, enurs
ina obbgation in wlaioa n ile winnirug pirty, inctding'withoat
linitation the acknowledgement of a debt.

Section 763 Lottety contacts aad gzming
contecb

bttery nrutract or a ganing clfttract i! binding { the lotterl or
tle-pamnp 

las state appraal. Apart.ftvn tbis, the prvuiiions of sition
762 Ep4lu

Dalarn doktrin hukum Jerman, perikatan alamiah
diatur di dalarn $762(1) BGB yang menyatakan bahwa tidak ada
ky.aiilan yang lahir karena perf udian dan pertaruh an, apa y^flg
telah dibayarkan untuk itu tidak dapat dituntut kembali'atai
dasar tidak ada kewafiban yang lahir. I_ebih lanjut dalam
5761(2) BGB diatur bahwa ketenruan datam g76b(1) tetap

s6Mariam Darus Badnrlzaman, et ar., Konpilasi Hrkm pcikatan,citra Aditya Bakti,
Bandung nL,h. 101. tihat pula: A. pitlo, penbrktiaa fux Dahwarsa,terjemahan
oleh M. Isa Arief, Interrnasa, lg7g, h. 221.

87BGB 
Jerman dalam bahasa aslinya menggunakan istilah mwllkommne

Vabhdlich keit (perilraran ridak sempuma).
ssTe4emahan BGB dalao gr6a52 Tnggris oleh: B,udesministerium der Justiz und

fur verbraucheschuu, https://www.gesetz*ir'-i,tenret..de/crgl-iseh bgb/
index.htrul#gl p 1370. diakses pada 15 September 201g.
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bedaku meskipun debitor memberikan pengakuan utaflg atas

utang yrtg terbit dan peryudran atau pertaruhan itu.
Pengecualian diberikan dalam hal undian (loaer) dan perludian
yang telah rnendapatkan iz;n dai negara (5763 BGB), dalam
l'ra.l demikran itu, maka ketentuan 5762 BGB trdak berlaku dan
kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan utang yang
timbul dari undian dan perjudian yang telah mendapatkan izin
dari negara. Akibat hukum yang sarna untuk perikatan alamiah
dalam hukum Jerman dibedakukan pula pada pembayaran
utang kepada perzntata lodoh (nariage brvkin$ sebagarmana

diatur di dalam $656 BGB. Dalam 5214 BGB diatur bahwa
pembayaran yang dilakukan setelah daluwarsanya tufltutan
zdalah sah dan tidak dapat ditunrut pengembalianny4
meskipun kemudian ia mendalilkan bahwa pada saat
melakukan pembayaran ia tidak mengetahui zdanya daluwarsa
tersebut.se

E. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam CC Perancis
CC Perancis memiliki kemiripan dalam pengaturan

tentang perikatan a.lamiah dengan BW Inclonesia. A-tt. 1235 CC
mengenai pembayaran tak terut'ang dan perikatan alamrah
mengatur, pada bagan tentang pcirikatiur zrlarrriah, bahwa
pengembalialr pernbayaran tidak diperken'ank'an cl'alarn l-ral

perikatan al'amiah apabila pembayaran inr dilakukan secara

sukarela. I-ebih l'anjut dalam Art. 1965 CC dinyataka:r bahwa
undang-unclang trdak memberikarr hak tuntut atas utang y'ang
lahir dari perjudi'an clan pertaruhur. Pengecuali'an untuk
pennain'ar ketangkas'an sebagatmana di atur di dalam Art. 1966

CC. I{ernudian d'alam Art.1967 diatur bahwa dalam hal debitor

ftrihak yang kalah dalam periudian atau pertaruhan) secara

sukarela membayar utangnya, maka pembayaran itu tidak dapat
diminta pengembaliannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa
kreditor memenangkan periudian atau pertaruhan itu dengan

8elihat Errest Joseph Schusteq The Pritciple.e oJ Gerrtan Chtil l-at , Clarendon Press,

1907, h. 737-t38.
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kecurangan. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan di
dalam CC Perancis mengenai perikatan alarniah parallel dengan
penga.turan di dalam BW Indonesia.

F. Pengaturan Perikaan Alamiah dalam NBW Belanda
Di dalam NBIU Belanda, penga.turan mengenai

perikatan dapat ditemukan dalarn Art. 6:3, 6:4, du.t O:S XnW
yang sangat berbeda dengan pengaturan di dalam BW lama
Bel.ancla (yang masih cligunakan di lndonesia). NBW
mengzdopsi piilrzrn peduaszur interpretasi tedradap rnakna
perikatan a.larniah, b,ahwa terhadap kewaiiban morai tertentu
dapat diterapkafl ketentuirn mengenai perikatan alamiah,
pendekatan rersebut mulai diterapkan oleh Hoge Raad mulai
1926.e0 Kerentuan perikatan alarruah di d.alarr NBW adalah
sebagai berikut;

Att 6:3 Natural obligation
/ . A natural obbgatioru is lega@ not e{orceabh obligation.
2. A natural obbgation eitt:
a. phen tbe law orjaridical act denies its enforaabibg;
b. frrben someone has a pnxing morat dig of sui naure

tovarfu anotber person tbat compbana yith it, obiorgb bgat! ruot
enforceable, bas n be rcgarded b1 ncial standarh (conniru op-lu;on) os
thefulflnent of aperformance to abich thb otherperson b entiikd.

Att 6:4 Applicability of the law of obligatioas
The rules of law for oblgatiow @p! according to natural

obbgatiow, unless tbe l1w or lbe necessary inp/ication of a rtatutory
pmywil bring abng that a pnuision cannlt be Ep/lid to a noi-
e nfo rce a b le q b liga ti on.

Art 6:5 Coavcrsioa of e natural obligatioa iato aa
e n force a ble o bliga tion

1 . A natuml obbgation is conuerted into an er{orceabb

(ligation b1 means of an agrvenent for this pupote
betueen the debtor and the mditor.

2. An ofer of tbe debtor, addrvssed to the mditor, to eflter

into such an agftelilent grataitow!, is conridercd to be

accepted ahex the ofer har mme to the knowledge of the

mditor and he has not ftjected it without delay

3. The statatory prvaiious for donatioru and g{ts do not

Epb t0 an agreet?teilt as meant in the prcseil Articb.el

Art. 6:3-1 NBW, sama halnya seperti doktrin hukum
pada yurisdrksi y'ang lairr, mengatur peneflasan bahwa perikatan
alamiah tid'ak dapat dinrnnrt pemenuhan haknya menurut
hukum. kbih laniut dalam Art. 6;3-2 NBW ditetapkan dua hal

yang mel'ahirkan penkatan alamiah, yaitu: 1) apabila hukum
atau undang-undang menol'ak untuk men"rberikan hak tuntut
untuk pemenuhannya; 2) apabla seseorang memdikr kewaiiban
yang bersifat moral terhadap orang lain, yang meskipun tidak
dapat dinrntut pemenuhannya secara hukum, narnun
berdasarkan standar sosial (pandangan umum), orang lain
tersebut berhak atas pemenuhan kewaiiban inr. Ketentuan
dalam Art. 6:3-2 menuniukkan bahwa pembennrk NBW
memperluas rnakna perikatan alamiah tidak sebatas pada jenis

utang yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai peflkatan
allnn^h. kbih dari itu, NBW membuka kemungkinan pada
kewajiban moral dalam berbagai bennrk (yang mungkrn tidak
diatur di dalam undang-undang secara khusus) untuk diberikan
akibat hukum sebagai perikatan alamtah, sepaniang pendapat
urnum memungkinkan untuk itr-r.e2 Art. 6:4 NBW mengatur
bahwa ketenturan-ketentuan mengenai perikatan pada
unumnya bedaku secara mutatis mutaxdb bagr perikatan
alaniah, kecuali apabila und'ang-undang menyat'ak'an bahwa
ketentuan perikatan pada umuffmya tidak berlaku bag

elTeriemahan NBW dalam Bahasa Inggris oleh: BRECFIPs Dutch Civil Law

(DCL), lutp://uu,u,.rltrtchcivillaw.corrr/civilcodt'lxxrli()66.[rtur, diakses pada 15

September 2018.
e2Arthur S. Hartkamp, et a7., Contmrt l-aw in the Netberlandt, Wolters I{uwer, 2011,

h. 64-65.

97

eoHR 72-3-7926, NJ 1926, h. 777.

96



perikatan alamiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang mengakui bahwa yang
rnembedakan antar perikatan alamiah dengan perikatan
perdata hanya mengenai dapat dituntutnya perikatan itu secara

hukum.e3 Di dalam Art. 6:5-1 diatur bahwa perikatan alamiah
dapat dikonversi menjadi perikatan hukum, sehingga dapat
dipaksakan pemenuhannya. Agar suatu perikatan alamiah
menjadi perikatan perdat4 maka disyamtkan suatu perbuatan
hukum - bark secara tegas maupun diam-diam - yang
menunjukkan bahwa debitor menghendaki untuk mengubah
perikatan alamiah itu meniadi suatu kontrak. I(ehendak
tersebut dianggap sebagar suatu penawaran, dan dipersyaratkan
agar kreditor melakukan akseptasi atas penawaran itu tanpa
suatu penundaan (Art. 6:5-21.0t Berdasarkan Art. 6:5-3 NIBW
ditegaskan bahwa ketentuan mengenai donasi dan hadiah
(pemberian cuma-cuma) trdak bedaku atas perikatan alamrah,
dengan demilaan pembayaran perikatan alamiah ataupun
perikatan alamiah yerry dikonversikan menjadi perikatan
perdata melalui suatu perbuatan hukum, bukanlah donasi
ataupun hadiah.s

Keteqtuan mengenai utang yang timbul dari perjudian
dan pertaruhan sementara masih diatur di dalam ketentuan
lama di Buku 7A, 57A.16.3, pada Art. 7A:1825 s.d. 7A:1828
NBW, sedangkan rencana ketentuan baru yang disiapkan di
dalam Buku 7, Art. 7:16 NBW sampai saat ini masih belum
mendapatkan persetuiuan pademen.e6 Ketentuan di dalam Art.
7A1825 s.d. 7A:1828 NBW masih sama dengan ketentuan BW
lama, seperti juga pengaturan di dalam BW Indonesia dan
unruk itu ticlak dibahas lebih l'anjut.

e3Il*1.

e4IUd

eslbid.Lrbat: A.S. Har&amp, "I-aw of Obligations", dalam lxtro&ctioa to Duteh Laq
Jeroen Chorus et d., Kluwer Law Intemational,2006, h. 137.

e6BRECHTs Dutch Gvil Law (DCL).

G. Pokok-Pokok Pikiran untuk Pembaharuan Pengaturan

Perikaan Alamiah dalam Hukum Perikatan Indonesie
Ketentuan mengenai perikat'an alarruah bagaimanapun

pedu diatur di dalam hukum perdata nasional, karena

kegiatan-kegr atuT y'ang menimbulkan perikatan alamiah sering

dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penyesuaran dipandang

pedu untuk menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan

masyarakat mengikuti kondisi sosi'al sazt ini dan

perkembangan z rnan. Berkaitan dengan rcnc?n?

pembaharuan hukum perdata nasional, maka pokok-pokok
pit iran sebagai arah pengarur'an perikatar al'amiah adalah

sebagai berikut:
1. Kriteria perbuatan hukum yang menimbulkan

perikatan alamiah
Perlu ditetapkan kriteria perbuatan hukum yang

menimbulkan perikatan al'arni'ah, hal ini untuk
memberikan panduan bag hakrm untuk menentukan

apakah atas perkara yang ia tangani merupakan ranah

perikatan alarniah ataukah perikatan perdata' Beberapa

knteria yargdapatdijadrkan acuan adalah sebapi berikut:

a. zpabla caasa petiarriian yang dibentuk oleh para

pihak tidak cukup felas atau prestasi yang

dipertukarkan dalam perianlian inr tidak seimbang,

terrnasuk pengenaan bunga utang yang tedalu

tinggi atau persyaratan formil perjaniian yang

ditetapk'an di dalarn unclang-undang tidak

dipenuhi oleh pnra Pihak;
b. apabila seseor'arlg rnclalitllian s'-tatu per:bu';ltan yang

I.llenurut pandzurgan mor'al y2u1g bcr:laku di

masvarakat aclal'ah sep?rttltrlYa dilakukan clerni

kepentmgan orar-rg lain ;e?

eiDalam memaknai kriteriurn ini hendaknya dibedakan dengan kewaiiban hukum

unn:k melakukan suatu tiodakan pertolongan kepada orang lain yang sedang

dalam bahaya, yang apabila tidak dilakukan dapat diancam dengan hukuman

pidara (o n it i e de li c i.1.
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c. apabla utang yang lahir dari perikatan perdata
telah daluwarsa, dalam hal ini yang hapus adalah

hak tuntut at^s pemenuhan utang tersebut
(extinctiue aejain!, sedangkan hak kreditor yang
timbul dari utang itu masih tetap ada;

d. apabila seseorang yang belum cakap melakukan

perbuatafl hukum ternyata menyepakati suatu
perjanjian tanpa bantuar orang tua atau wali, maka

orang yang belum cakap ini tidak dapat dituntut
untuk memenuhi perjartjian; nanlun apabtla
kemudian ia menjadi dewasa dan secara sukarela

memenuhi perjanjian iru, maka perjanjian inr
menjadi sah sebagai perikatan perdata;

e. apabila terjadr perianiian utang piutang antara
orang tua dan anak.

2. Kedudukan utang yang timbul dari perikaan
alamiah

Utang yang timbul dari perikatan alamiah tidak
disertai hak tuntut menurut hukum, maka pemenuhannya
tidak dapat dipalsakan; narnun apabrla debitor memenuhi
perikatan (mernbayar utang) itu secara sukarela, maka
pembayaran utang itu sah dan trdak dapat dituntut
pengernbaliannya. Karakter ni menunjukkan bahwa utang
yang timbul dari perikatan alamiah akan berada di wilayah
moral sampai debitor, dengan kesadarannya sendiri,
melakukan pembayaran secara sukarela. Sekali debitor
melakuk'an penrbayaran utang iru secata sukarela, maka
debitor dianggap menarik ut'ang itu meniadi perikatan
perclata yang berada di wilayah hukum. Pembayaran utaog
yang timbul dari perikatan alamiah tidak dapat dituntut
pengembaliannya oleh debitor, karena hak - yang umbul
dari utang - tersebut memang sejatinya lahir. Debitor
tidak clapat menurlrut pengembalian pernbayaran dengan
dalil bahwa tidak ada utang di afltara debitor dan kreditor
(onuerschuldigde betaling condictio indebit), tidak dapat pula
pembayaran itu dianggap - dengan demikian dipandang

rnenurut hukum - sebagai donasi ataupun pemberian
cuma-cuma (radtah)

3. Utang yang lahir dari perikaan alamiah dapat
dikonversi meniadi utang menurut perikaan perdata

Pedu dratur bahwa utang yang lahir dari perikatan
alamiah clapat dikonversi meniacli utang mcntrfl.rt

perikatan perclata, sehingga pementrhan utang itu clapat

dipaksakzn secara hukum. Untuk mettg'olrversi utiurg
tersebut disyatatk'an adanya suatu per:buatan hukum clari

kedua bel'ah pihak, sehingga dengan perbuatafl hukum iru
para pihak mengubah perikatan alarniah itu rnenladi

perikatan perdata yang lahir dari perianiian. I{or-rversi

dapat dilakukan melalui mekanisme:
a. Periumpaan utang ftompensasi atau set-0fi,

apabtla debitor (perikatan atamiah) memiliki
piutang atas kreditor untuk suatu perikatan
perdata. Dalam hal ini debitor menarvarkan untuk
dilakukan perjumpaan utang dan kreditor segera

mengakseptasi penawaran tersebut. Kompensasi
demihran ini tidak dapat terfadi demi hukum.
Apabila debitor tidak menawarkan kompensasi

(dengan demikian tidak teriadi kompensasr),

maka debitor tetap dapat menuntut piutangnya
dar. perikatan perdata pada kreditor, dan

sebaliknya kreditor tidak dapat mendalilkan
kompensasi kalena memililu piutang atas kreditor
dari perikatan'alarruah.

b. Pemb'aharuan utang (rovasi) yang dilakukan
secara sukarela oleh debitor untuk kepentingan
kreditor dengiul menyatakan bahwa utang y?u1g

lama - yang lahir dari perikatart 'alalmah - hapus

cliur dig-antik'an clengan utang baru yang
rnerupakan perikatan perdata. Dalam melakukan
perbuatan ini hendaknya dipersyaratkan dalam
bennrk tertulis (tertuang dalam akta).
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c. Pengakuan utang secara sukarela oleh debitor
yang ditujukan kepada kreditor dan kemudian
kreditor menyatakan menerima pengakuan utang
itu. Pengakuan demikian ini hanya akan berakibat
hukum apabila dituangkan di dalam suatu akta.

I(onversi ini hanya dapat dilakukan untuk utang
dari perikatan alamiah yang sifatnya tertentu, misalkan
perikatan alamiah yang trmbul karena tidak dipenuhinya
syarat formil yang ditentukan undang-undang 

^tauperikatan alarniah karena daluwarsanya tunhrtan;
sedarrgkan di sisi lain misalkan utang-piutangantara orang
tua d'an anak selamanya tidak dapat dikonversr. D'alarn hal
ini clipedukan kewaspadaan para pihak dan hakim ketika
menerapk'an ketenhran ini. Ketentuan konversi ini tidak
berlaku sebaliknya, tidak dapat para pihak menyepakati
untuk mengubah utang dari suatu perikatan perdata
menyadi utang karena perikatan alamiah, perbuatan
demikran ini dapat dianggap seb'agai bentuk itikad buruk
untuk menghindari pemb ayran utang.

4. Kedudukan uang yang timbul dari periudian,
pertaruhan, dan undian berhadiah

Perjudi.an dan pertaruhan menurut hukum
Indonesia merupakan perbuatan pidana dan menurut
pandangan masyarakat Indonesia sebagai suatu perbuatan
y'an9 bertentangan dengan ketertiban umum.e8
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka utang yang
trmbul dari periudian dan pertaruhan hams diangg'ap tidak
pemah ada, karcna perbuatan yang bertentangan dengan
hukum dan ketertiban urnurn selamanya tidak dapat
menimbulkan akibat dan tidak dilindungr oleh hukum.
Denpyan demikian utang yang timbul dari petjudian dan
pertaruhan, demi ketertiban trmum di Indonesia, tidak

diangap sebagai perikat'an al'amiah' l{anya sala hal ini

akan- men,mbulkan permasalahan, apabila debitor

melakukan pembayaran utan& apakah ia berhak menuntut

pengembalian pembayaran itu karelL menurut hukum

iiarf, p"*an timbul utang sebapi alobat. periudian atau

pertaruhan, dalam hal ini maka debitor dapat menuntut

atas dasar pembayaran tak terutang
Pada sisi yang lain terdapat undian berhadiah yang

pada dasamya bersifat spekulasi (untunS-unhmgan) dan
'memilikr kemiripan dengn pertatuhan' Ketentuan

mengenai uncliar berhaciiah dratur di clal'am UU No' 2

TahJn 1954 tentang Undian y'arlg mengartikan undian

sebagai tiap-tiap kesempatan y'ang diadakan oleh sesuatu

badan untuk merekayang setelah memenuhi syarat-syarat

tertentu dapat ikut serta Inemperoleh hadiah berupa uang

atau benda, yang akafl diberikan kepada peserta-peserta

yang dinrniul t"U"ga pemenang dengan lalan undr atau

lf.G- lain carzmenentukan untung yang tidak terbanyak

daplt dipengaruhi oleh peserta sendiri pasd 1(2) UU No'

Z tafr"" 1914). t€brh laniut untuk undian dipersyaratkan

dengan izrn sebagaimana diatut di dalam Peraturafl

Meriteri Sosial No. 14A/IHUK/2006 tentang Izin Undian'

Berkaitan dengan pengarurarl mengenai perikatan alamiah

pacla utang y"ang- timbul dari undian berhadiah, maka

iapat aitiapuri bat*a utang-utang yang tlmbul .$a1
,rrrdian betiradiah yang memiliki izn dari pihak

berwenang tidak termaiuk utang yang umUut {ar1
perikatan al'amiah, meiaink'an ut'ang y'ang umbul 

. 
dari

perikat'an perdata. Dengan derniliian utang tersebut dapat

ii*,r*, pernefl,,han,rya rnenuftlt hukum' Adapun utang

yang tirnLul dan undi'a-n yang tidak rnerniliki izin dapat

ii-ggrp sebagai utang yang berasal dari perbuatan yang

dip e[ama k'a:r d*.rg*rl p e ri ud i'an d'an p e r taruh an'

qsl ihat UU No. 2 Tahua 1974 tatagPenertiban Petiudian
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H. Kesimpulan
Per:ikatan alamiah sebag'ar aiaran hukum Romawi

bagaimanapun masih relevan untuk diahrr dan ditetapkan
dalam hukum perdata nasional ke depan. Kegiatan-kegiatan
masyarakzt yang berimplikasi menimbulkan perikatan alarniah
seringkali terjadi, untuk itu penga.turan mengenai hal ifli
dipedukan untuk memberikan kepastian hukum. Beberapa
perubahan dengan maksud memperfelas ataupul mengikuti
pafl dangan masyaralat pedu dilakukan.

Perikatan alamiah berbeda dengan perikatan perdata,
perikatan alamiah melahirkan hak yang ada di dalam ranah
rnoral, sel,ingga hukum tidak memberikan kreditor suatu hak
tuntut untuk pemenuh'annya. Pemenuh'an utang dari perikatan
'alamiah sepenuhnya bergantung pada kesadaran debitor, sekali
debitor membayar utang itu, maka debitor dianggap
mengkonfirmasi dan membawanya ke wilayah hukum.
Pembayaran tersebut addah sah menun:t hukum dan tidak
dapat diturrtut pengembal ianny a.

Pehganrran perikatan alamiah d'alam nng)<a
pembaharuan hukum perdata Indonesia hendaknya mengatur
beberapa hal, yaitu: 1) penentuan kriteria perbuatan hukum
yang menimbulkan perikatan alamiah; 2) kedudukan utang
yang timbul dari perikatan alarrnah; 3) dapat dikonversinya
utang yang timbul dari perikatan alafiioh melalui mekanisme
yang berlaku untuk perikatan perdata; dan 4) utang yang
timbul dari perjudian dan pertaruhan tidak dapat diakui oleh
hukum dan bukan merupakan perikatan alamiah karena
bertentangafl dengan ketertiban urnum, narnun utang yang
trmbul karena undian dengan izin pihak pihak berwenarrg
merupakan perikatan perdata.
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BAB V
ANALISIS DOI$RIN UNJUST ENRTCITMENT DAIAM
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK

MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN
INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. H..Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb, Dr. Sakka, SH.,
MH., Dr. Faizal Kurniawari, SH., DR. Maria Francisca, SH., MH.,

Mardiana, SH., MH.

Abstrak
Dalatr perkenbangaru selarah hukun kontrak, t/ok qanon Yunani,

kehadiran doktin unjast enicment telah dinrina dan diterEkan di ruegara-

negara nntinental meklui "The Mora/ to Nichomaqueofl", termasuk negara

Indoaesia, kenudian pandangan tersebut ne/ahirkan suata kaidah hukun
te rt a h 1 ang d ii s ti kh kan s e b agai q u a i - co n t ruc t 

-y 
ang n e rap a kan ke a d a an di

mana olah hakun diasansikan terdal>at saatu kontrak di antara para
piltak, xkabpun senlatanla kontrak tersebat tirlak pernalt ada (tidak
kesepakatan bark turtulis maupun bsan). Konsep quasi-contract ini
nentpakan sxtatil gagardn Jang hadir sebagai jakn nngab dakn
menghadEi kekosongaru hukun lang nerzbatasi bahaa tantatan ganti
kerugian hanla dapat dilakukan Eabik di antara para pihak terdEat
saatu hnbangan kontraktual atau suata perbuatan wanprvstati ataa

pelangaran hukam. Hadinrya quasi-contract dalan perdata pada tataran

hukun rcstitasi dan hukan korutrak tarut berhabungan pula peneiltuan

fektor unjust erlrichnent dalan pembentakan kontrak, Di Indonusia

doktin mjust enrichnent telah dakm berbagai praktik, na.fttun

sebabkrya tidak diatur secara tWS dalan Kitab Undang-undarug Hukum
Perdata, bahkan dalan praktik doktin iai digunakan dalan kasus tindik
pidana korupsi dalan hal nembuktikan menperkEa dii atau orang lain
ta@a hakyngneragikan negam daru mk1at, padahal doktin ini tumbuh

dan perkenbang dalan kegiatan kepedataan dan dagang.

Kaa Kunii: puasi-Contract, Unjust Enrithmenl, Penbentukan Kontrak,

I?,a tituul., I-luku n Peri katan, Indonuia.
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A.Pendahuluan
Pada hakikatnya, setiap subyek hukumee mempr.rnyai hak

yang s'ama untuk rnenclapat kehiclup,xl yang layak, heunnrngan
clalam berbagar transalisi dan menjacli kaya, akzur tetapi untuk
mendapatk'an kekayaan tersebut harus berclasarkan hubungar"r
hukum yang benar dan adil. Prinsip urnurn yang adil dalam
mendapatkan h'arta kekayaan bahwa tidak ada orang y,ang dapat
diberi keunnmgan atas biaya orang lain t'anpa rnelakuk,an
restitusi untuk nilar waiar dai setiap barang dan iasa atau
manfzat lain yang telah diterima yang didapatkan secara tidak
adrl atau melalu perbuatan melawan hukrun, karena peflgayan
tidak adil tidak didasarkan pada kontrak yang ielas, walaupun
doktrin pengayaan yang tidak adil kadang-kadang disebut
sebagai kuasi-kontrak (q uai -con tract), Sebaliknya, dalam praktik
bisnis teriadr dalam hal pihak-pih^k y^g bersengketa biasanya
menggunakan doktrin unjust eruichment (pe.ngayaan tidak adil)
keuka mereka tidak merndikr kontrak terrulis atau lisan untuk

ee Dilihat dari aspek hakikaaya, subyek hukun: dapat dibedalian antara lain: a.

Pribadi kodrati (aatuulijkepetsoon), yaiu manusia tanpa kecuali, sejak

dilahirkau hingga me.i.ggal dunia. Bahkan datam Hukum Perdata ((tab
Uodang-Undang Hukum Perdata) seorrng bry, y*g masih dalo- kandungaa

ibunya dapat dianggap sebagai subyek hukum bila kqrenti.gan huhrm si bap (si

aaak) menghendaki @asal 2 KTIFI Perdata). Koastruksi demikian disebut deagan

istilah fiksi (Fixatie), b. Pribadi Hukum atau Badan Hukum
(Rccbtspenoon), yaitu suatu kesauaa organisasi, peogurus, beserta harta
kekayaannya baik yang bersifat keperdataan (privat) maupua publik, yang dalam

lalu lintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajibao. Badan

Hukum menrEakan "arti/icial mation o/ the /aw, kepadanya dibeiker "legal

personalijt". Sehingga sebagai subyek hukun mempuuyar hali dan kewajiban yang

diakui oleh hukuru (a:'/ega). Dalaur praktek badur hukum dapat berupa stratu

keutuhan harta kekayarur, rnisahrya yayasan dan wakaI. L)an suaru bentuk susunan

relasi, misalnya kopetasi, perseroan terbatas (privat) dan negara (publik). $oni
Emirzon, Hukuru Bisnis lnddonesia, Literata Lintas Media, Jekarta, 2007,
hlm.29-30)
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